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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan sebuah negara yang taat sistem hukum, karena itu 

masyarakat tentu sudah mengenal peraturan perundang–undangan hukum 

pidana baik itu dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan. Dalam 

penerapannya hukum senantiasa ditegakkan guna mencapai kepastian dan 

keadilan secara seimbang.  

Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati 

kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu 

perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara 

jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang 

dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta 

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti 

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu.  

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah 

menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang 

terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut 

oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke 

pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah 

dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.  

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah 

persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah 
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terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan 

pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam 

suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud dalam 

KUHAP lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”. Istilah barang bukti 

dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek 

delik) dan barang dengan mana delik dilakukan diantaranya adalah benda 

yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam 

orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang 

negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah 

pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang  Kekuasaan Kehakiman1 menyebutkan bahwa tidak 

seorang pun dapat dijatuhi pidana,  karena alat pembuktian yang sah menurut 

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat 

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas 

dirinya.  

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( 

Selnjutnya disebut KUHAP)2 yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu 

 
 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4358 
 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3209 
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tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya.  

        Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk 

menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi 

seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 

KUHAP menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem atau teori 

pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya 

dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti 

dalam peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun alat-alat 

bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa 

maka harus diputus bebas atau lepas. Adapun yang dimaksud dengan sistem 

pembuktian secara negatif menurut undang-undang adalah untuk 

lmempersalahkan lseorang lterdakwa ldiperlukan lsuatu lminimum lpembuktian 

lyang lditetapkan ldalam lundang-undang. lNamun ldemikian lbiarpun lbukti 

lbertumpuk-tumpuk lmelebihi lminimum lyang lditetapkan ldalam lundang-

undang ltadi, ljika lhakim ltidak lberkeyakinan ltentang lkesalahan lterdakwa, lia 

ltidak lmempersalahkan ldan lmenghukum lterdakwa. Minimum pembuktian 

sebagaimana telah disinggung di atas adalah terpenuhinya dua alat bukti 

yakni dua alat lbukti lyang lsah lmenurut lPasal l184 layat l(1) lKUHAP ladalah: l 

a. Keterangan lsaksi. l 

b. Keterangan lahli. 

c. Surat. l 

d. Petunjuk. l 
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e. Keterangan lterdakwa. l 

 Acara lpemeriksaan lcepat yaitu untuk pelanggaran ringan dan tindak 

pidana lalu lintas, lkeyakinan lhakim lcukup ldidukung loleh lsatu lalat lbukti 

lyang lsah. lDengan lkata llain, lwalaupun lhanya ldidukung loleh lsatu lalat lbukti 

lyang lsah, ldan lhakim lyakin latas lkesalahan lterdakwa lmaka lterdakwa ltersebut 

ldapat ldihukum. l 

Hakim lbaru lboleh lmenghukum lseorang lterdakwa lapabila 

lkesalahannya lterbukti lsecara lsah lmenurut lundang-undang. lBukti-bukti litu 

lharus lpula ldiperkuat ldan ldidukung loleh lkeyakinan lhakim. lJadi lwalaupun 

lalat lbukti lsebagaimana ltersebut ldalam lPasal l184 layat l(1) lKUHAP 

lterpenuhi, lnamun lapabila lhakim ltidak lberkeyakinan latas lkesalahan 

lterdakwa, lmaka lterdakwa ltersebut ldapat ldibebaskan latau ldilepaskan. lHal 

lini lsejalan ldengan ltugas lhakim ldalam lpengadilan lpidana lyaitu lmengadili 

ldalam larti lmenerima, lmemeriksa ldan lmemutus lperkara lpidana lberdasarkan 

lasas lbebas, ljujur, ldan ltidak lmemihak ldi lsidang lpengadilan l(Pasal l1 langka 

l9 lKUHAP). l 

 l Undang-undang lselalu lmenempatkan lkeyakinan lhakim lsebagai lsuatu 

lkunci lterakhir ldalam lpemeriksaan lpengadilan ldi lpersidangan. lKeyakinan 

lhakim lmemegang lperanan lyang ltidak lkalah lpentingnya ldengan lupaya-

upaya lbukti lyang ldiajukan ldi lpersidangan, lbahkan lkeyakinan lhakim 

ldiletakkan loleh lpembuat lundang-undang ldi ltingkat lteratas. lKarena 

lberapapun lsaja lalat lbukti lyang ldiajukan ldi lpersidangan lmengenai lsuatu 

ltindak lpidana, lkalau lhakim ltidak lyakin latas lkesalahan l(kejahatan) lyang 
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ldidakwakan lkepada lterdakwa, lmaka lterdakwa ltidak ldapat ldipidana l(Pasal 

l183 lKUHAP), lberarti ldibebaskan latau lsetidak-tidaknya ldilepaskan. lFaktor 

lkeyakinan litulah lyang lmemberi lbobot ldan lsekaligus lciri lpada lprinsip-

prinsip lkekuasaan lkehakiman lyang lmerdeka, lperadilan lyang lbebas ldan 

lkebebasan lhakim ldalam lmengenai lperkara lyang ldisidangkan. l 

  lUntuk lmendukung ldan lmenguatkan lalat lbukti lyang lsah lsebagaimana 

ltersebut ldalam lPasal l184 layat l(1) lKUHAP, ldan luntuk lmemperoleh 

lkeyakinan lhakim latas lkesalahan lyang ldidakwakan lpenuntut lumum lkepada 

lterdakwa, lmaka selain alat bukti di lsinilah lletak lpentingnya lbarang lbukti 

ltersebut. lBahwa lperanan lbarang lbukti ldalam ltindak lpidana lsangat lpenting 

ldalam lpembuktian lperkara lpidana, lyaitu lharus lada lketerkaitan lantara 

lpelaku, lperbuatan, ldan lbarang lbukti lyang ldigunakan lpelaku ldalam 

lmelakukan latau sebagai hasil dari tindak lpidana ltersebut. l 

  lBagi lpenyidik, penuntut umum dan hakim, lbarang lbukti ldalam ltindak 

lpidana lkorupsi lsebagai lcontoh, lberperan ldalam lmengungkap lpelaku ldari 

ltindak lpidana ltersebut, lserta lmengungkap lkejadian lsebenarnya ldari lperkara 

ltersebut. lBagi lpenuntut lumum, lbarang lbukti ldalam ltindak lpidana lkorupsi 

ldigunakan lsebagai ldasar luntuk lmelakukan lpenuntutan lterhadap ltersangka 

lpelaku ltindak lpidana lkorupsi. lSedangkan lbagi lhakim, lbarang lbukti ltersebut 

lakan lmenjadi ldasar lpertimbangan ldalam lmenjatuhkan lputusan lbagi 

lterdakwa. 

  lKUHAP ltelah lmemuat laturan lmengenai lpenyitaan, lmengenai 

lketentuan lumum lpenyitaan ldiatur ldalam lBab lV lBagian lKeempat lPasal l38-
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46 lKUHAP.3 lPengertian lpenyitaan ladalah lserangkaian ltindakan lpenyidik 

luntuk lmengambil lalih ldan latau lmenyimpan ldi lbawah lpenguasaannya lbenda 

lbergerak latau ltidak lbergerak, lberwujud latau ltidak lberwujud luntuk 

lkepentingan lpembuktian ldalam lpenyidikan, lpenuntutan, ldan lperadilan. lDari 

lpengertian ltersebut ljelas lbahwa lpenyitaan ldilakukan luntuk lkepentingan 

lpembuktian, lPenyitaan ltermasuk ldalam lsalah lsatu lupaya lpaksa l(dwang 

lmiddelen), lsecara lterminologi lupaya lpaksa ladalah lupaya lyang ldilakukan 

loleh lAparat lPenegak lHukum lberupa lpenangkapan, lpenahanan, 

lpenggeledahan, lpenyitaan ldan lpemeriksaan ldalam lrangka lmelaksanakan 

lproses lperadilan.4 

 Benda lyang ldapat ldikenakan lpenyitaan lmenurut lPasal l39 layat l(1) 

lKUHAP, lantara llain: l 

1. Benda latau ltagihan ltersangka latau lterdakwa lyang lseluruh latau 

lsebagian ldiduga ldiperoleh ldari ltindak lpidana latau lsebagai lhasil ldari 

ltindak lpidana; l 

2. Benda lyang ltelah ldipergunakan lsecara llangsung luntuk lmelakukan 

ltindak lpidana latau luntuk lmempersiapkannya; l 

3. Benda lyang ldipergunakan lsecara llangsung luntuk lmenghalang-

halangi lpenyidikan ltindak lpidana; l 

4. Benda lyang lkhusus ldibuat latau ldiperuntukkan lmelakukan ltindak 

lpidana; l 

 
3 lFaisal lSalam, lHukum lAcara lPidana lDalam lTeori ldan lPraktek, l(Jakarta: lCv. Mandar 

lMaju lPustaka, l2013), lhlm.52. 
4 lAndi lHamzah, lTerminologi lHukum lPidana l(Jakarta: SinarlGrafika, 2008), lhlm. l121. 
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5. Benda llain lyang lmempunyai lhubungan llangsung ldengan ltindak 

lpidana lyang ldilakukan.5 

  lPada ltahap lppenuntutan sesuai Pasal 8, Pasal 108 dan Pasal 138 KUHAP 

barang bukti diserahterimakan dari penyidik kepada penuntut umum, untuk 

digunakan dalam proses pembuktian ldi lpersidangan. lPenetapan lstatus 

lbarang lbukti ldalam lamar lputusan ladalah luntuk lmemberikan lkepastian 

lhukum lterhadap lstatus lsuatu lbarang lbukti lyang telah dilakukan lpenyitaan 

luntuk lkepentingan lpenyidikan lsuatu lperkara. lHakim ldalam lmenetapkan 

lstatus lbarang lbukti ldalam lsurat lputusan lpidana lharus lmempertimbangkan 

lperaturan lperundang-undangan lyang lberlaku lyaitu lketentuan-ketentuan 

ldalam lKUHAP lseperti lPasal l197 lKUHAP lSurat lputusan lpemidanaan layat 

l(1) lsurat lputusan lpemidanaan lmemuat lhuruf ld lpertimbangan lyang ldisusun 

lsecara lringkas lmengenai lfakta ldan lkeadaan lbeserta lalat lpembuktian lyang 

ldiperoleh ldari lpemeriksaan lsidang lyang lmenjadi ldasar lpenuntutan 

lkesalahan lterdakwa ldan lhuruf li lketentuan lkepada lsiapa lbiaya lperkara 

ldibebankan ldengan lmenyebut ljumlahnya lyang lpasti ldan lketentuan 

lmengenai lbarang lbuktil, lserta lketentuan-ketentuan llain lsebagai lpedoman 

ldalam lmenetapkan lstatus lbarang lbukti. 

      lHakim ldalam lmenjatuhkan lputusan lwajib lmembuat lpertimbangan 

lyang ldisusun lsecara lsingkat lmengenai lfakta ldan lkeadaan lserta lalat 

lpembuktian lyang ldiperoleh ldari lpermeriksaan ldi lsidang lyang lmenjadi ldasar 

lpenentuan lkesalahan lterdakwa. lSelain litu ldalam lsurat lputusan lpidananya 

 
5Leden lMarpaung,Proses lPenanganan lPerkara lPidana lPenyelidikan ldan lPenyidikan 

l(Jakarta: lSinar lGrafika, l2010) lhlm. l42. 
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lmajelis lhakim ljuga lharus lmenetapkan lketentuan lkepada lsiapa lbiaya lperkara 

ldibebankan ldengan lmenyebutkan ljumlahnya lyang lpasti ldan lketentuan 

lmengenai lbarang lbukti. 

   lMengenai lketentuan lbarang lbukti ldalam lputusan lhakim lapakah lia lakan 

ldikembalikan lkepada lorang latau lkepada lmereka ldari lsiapa lbenda litu ldisita 

latau lkepada lmereka lyang lpaling lberhak latau lbenda litu ldirampas luntuk 

lNegara luntuk ldimusnahkan latau luntuk ldirusakkan lsampai ltidak ldapat 

ldipergunakan llagi latau ljika lbenda ltersebut ljika lbenda ltersebut lmasih 

ldibutuhkan lsebagai lbarang lbukti ldi lperkara llain, lmajelis lhakim lharus 

lmempertimbangkan lsegala lsesuatunya lberdasarkan lbukti-bukti ldan lfakta-

fakta lyang lterungkap ldalam lpersidangan ltermasuk lfakta lmengenai lsuatu 

lbarang lbukti dari persesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti. 

lDari lfakta-fakta ltersebut lakan lterungkap lkepastian status lbarang lbukti lyang 

lseharusnya lbukan llagi lberstatus ldalam ldugaan lmelainkan ltelah ldefinitif 

latau lbernilai lkepastian lyang ldalam lperkara lditeliti lberkenaan ldengan lbarang 

lbukti lintan. l 

  lSebelum litu lyakni lpada ltahap lpemeriksaan ldi lsidang lpengadilan, 

lterhadap lkeaslian lbarang lbukti, lmajelis lhakim lkarena lkewenanganya ldapat 

lmemerintahkan lpenuntut lumum lberdasar lPasal l66 lKUHAP luntuk 

lmembuktikan lkeaslian lsuatu lbarang lbukti lyang lsemula lmasih ldalam ltaraf 

ldugaan ldengan lcara lmemanggil lseorang lahli luntuk lmemberi lketerangan 

lsebagaimana ldiatur ldalam lPasal l186 lKUHAP lberikut lPenjelasannya. lJika 

ltelah ldibuktikan ldalam lpersidangan ldan lmenjadi lfakta lhukum lmaka lhal 
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ltersebut lakan lmenghilangkan lkeragu-raguan lbagi lpara lpihak ldalam 

lpersidangan lsehingga ltimbul lkepastian lhukum lbaik lbagi lpenuntut lumum 

ldalam lmenyusun lsurat ltuntutan lpidananya, lbagi lterdakwa ldalam 

lmengajukan lpembelaannya ldan lbagi lhakim ldalam lmenyusun lsurat 

lkeputusannya lkhususnya lberkenaan ldengan lstatus lbarang lbukti. l 

  lSebaliknya lakibat lyang ltimbul ldari lketidakjelasan lkarena ltidak 

ldibuktikannya lkeaslian lsuatu lbarang lbukti, lhal ltersebut ldapat 

lmengakibatkan ltidak ladanya lkepastian lhukum lmengenai lstatus lbarang lbukti 

lyang lmengakibatkan lketentuan lPasal l197 layat l(1) lhuruf ld ldan lhuruf li 

lKUHAP lyaitu lberkenaan ldengan lkekuranglengkapan lpertimbangan lhakim 

ltentang lsegala lsesuatu lyang lterungkap ldalam lpersidangan ldan lketentuan 

lmengenai lbarang lbukti lyang menurut Penulis, mengakibatkan 

ketidakpastian mengenai status barang bukti dalam putusan hakim a quo. l 

   lHal ltersebut lterjadi lpada lputusan lPengadilan lNegeri lNgabang lNomor 

l23/Pid.sus-LH/2020/PN lNba, ldimana lwalaupun ldalam lpemeriksaan lsidang 

ltidak ldibuktikan lkeaslian lsuatu lbenda ldalam lhal lini lbenda lyang ldiduga 

lbutiran lintan loleh lpenuntut lumum lbaik latas lkemauannya lsendiri latau latas 

lperintah lmajelis lhakim, lnamun lakibat lmajelis lhakim ldalam lputusanya 

lkurang lmemperhatikan latau lkurang llengkap ldalam lmempertimbangkan 

lfakta lpersidangan lyaitu lfakta yang berasal dari  lketerangan lsaksi-saksi ldan 

lketerangan lterdakwa lyang bersesuaian dengan barang bukti khususnya 

lketerangan lyang lberkenaan ldengan lbarang lbukti lbutiran lintan, lhal litu 

lmengakibatkan lketidakpastian lmengenai lstatus lkeasliannya lyang lpada 
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lgiliranya lbaik lpada lsurat ltuntutan lpenuntut umum maupun ldalam lputusan 

lhakim lbenda lyang lberupa lintan ltersebut ldinyatakan ldirampas luntuk 

ldimusnahkan. lPadahal ljika llengkap lpertimbanganya latau lpenuntut lumum 

ldan l/atau lmajelis lhakim lbertindak lteliti ldalam lmenilai lfakta lpersidangan 

lmaka lbaik ldalam lsurat ltuntutan lmaupun ldalam lputusan lhakim, ljika 

lterdakwa ldinyatakan lbersalah lmaka lbarang lbukti lberupa lbutiran lintan 

ltersebut lstatusnya lbukan ldirampas luntuk ldimusnahkan lmelainkan 

lseharusnya ldinyatakan ldirampas luntuk lNegara ldan lkarena lbarang bukti 

intan tersebut memiliki lnilai lekonomis lmaka lbenda ltersebut ldapat ldilelang 

ldan lhasilnya ldisetorkan lkepada lNegara lsebagai lbentuk lpenerimaan lNegara 

lbukan lpajak. l 

Oleh lkarena lbutiran lyang ldiduga lintan lyang lapabila ldidasarkan lpada 

lpersesuaian/kesesuaian lantara lbarang lbukti ldengan lketerangan lsaksi-saksi 

ldan lketerangan lterdakwa, ldapat lditarik lfakta lhukum lbahwa lbenda ltersebut 

lbenar-benar lbutiran lintan lsebagai lbarang lbukti ldalam lperkara ltersebut 

lbukan ltermasuk lbenda lsitaan lyang lbersifat lterlarang latau ldilarang luntuk 

ldiedarkan, lmaka ltindakan lpenutut lumum ldalam lmeminta lagar lbarang lbukti 

lberupa lbutiran lintan ldan ltindakan lMajelis lHakim ldalam lputusanya lyang 

lmenetapkan lmerampas lbenda lintan luntuk ldimusnahkan ladalah lbertentangan 

ldengan lPasal l45 layat l(4) lKUHAP lyang lmengatur l“Benda lsitaan lyang 

lbersifat lterlarang latau ldilarang luntuk ldiedarkan, ltidak ltermasuk lketentuan 

lsebagaimana ldimaksud ldalam layat l(1), ldirampas luntuk ldipergunakan lbagi 

lkepentingan lnegara latau luntuk ldilmusnahkan”, lkarena lseharusnya 
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lputusannya lberbunyi ldirampas ldan ldilelang lserta lhasil llelangnya 

ldimasukkan lke lkas lnegara. 

lBerdasarkan luraian ltersebut ldi latas, lPenulis lmengambil ljudul lpenelitian 

ldalam lproposal lini ldengan ljudul l: l"ANALISIS lYURIDIS 

lKEKURANGLENGKAPAN lPERTIMBANGAN lPUTUSAN lHAKIM 

lYANG lMENGAKIBATKAN lKEKELIRUAN lSTATUS lBARANG 

lBUKTI l(Studi lKasus lTerhadap lPutusan lNomor l23/Pid.Sus-

LH/2020/PN lNba). 

 

B. Rumusan lMasalah 

Berdasarkan luraian lyang ltelah ldiuraikan ldi ldalam lLatar lBelakang, lmaka 

lrumusan lmasalah lyang lakan lpenulis lbahas ladalah lsebagai lberikut l: 

1.  lBagaimana lpertimbangan ldan lamar lputusan lMajelis lHakim yang 

lberkenaan ldengan lalat lbukti lkhususnya lalat bukti lberupa lbutiran 

lintan dalam Putusan lPerkara lNo.23/Pid.Sus-LH/2020/PN lNba l? 

2. Bagaimana lseharusnya lpertimbangan ldan lputusan lMajelis lHakim 

lkhususnya lberkenaan ldengan lbarang lbukti lIntan ldalam lperkara 

lNo.23 l/Pid.Sus-LH/2020/PN lNba l? 

C. Tujuan lPenelitian ldan lManfaat lPenelitian l 

Adapun ltujuan ldan lmanfaat ldari lpenelitian lini ladalah l: 

 L 1. lTujuan lPenelitian 

 lAdapun ltujuan ldari lpenelitian lini ladalah l 

a. Untuk lmenganalisis lpertimbangan ldan lamar lputusan lMajelis 
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lHakim ldalam lPutusan lPerkara lNo.23/Pid.Sus-LH/2020/PN lNba, 

lberkenaan ldengan lbarang lbukti lkhususnya lbarang lbukti lberupa 

lbutiran lintan. 

b. Untuk lmenganalisis lpertimbangan ldan lputusan lMajelis lHakim 

lyang lseharusnya lkhususnya lberkenaan ldengan lbarang lbukti lIntan 

ldalam lperkara lNo.23 l/Pid.Sus-LH/2020/PN lNba. L 

 

 L 2. lManfaat lpenelitian 

Adapun lmanfaat lpenelitian lyang lingin ldicapai ldalam lpenelitian 

lini ladalah lsebagai lberikut: 

a. Secara lTeoritis l 

1) Untuk lmemperkaya lilmu lpengetahuan ldi lbidang lhukum 

lacara lpidana lpada lumumnya ldan lkhususnya lpada 

lpemeriksaan lsidang lpengadilan ldan lpada lputusan lterkait 

lbarang lbukti lberupa lintan ldalam lPutusan lNomor 

l23/Pid.Sus-LH/2020/PN lNba. 

2) Untuk lmemberikan lwawasan lilmu lpengetahuan lbidang 

lilmu lhukum lpidana lpada lumumnya ldan lhukum lacara 

lpidana lpada lkhususnya, lmenerapkan lteori-teori lyang 

ldiperoleh ldari lbangku lperkuliahan ldan lmenghubungkan 

ldengan lpraktek ldi llapangan lberkenaan ldengan lmasalah 

lbarang lbukti ldalam lperkara lpidana. 

b. Secara lPraktis l 
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1) Untuk lmenambah lwawasan ldan linformasi lbaik lkepada lpembaca 

lmaupun lmasyarakat lluas lterkait ldengan lkewenangan lhakim 

luntuk lmemeriksa ldan lmemutus lperkara lyang ldiajukan lke 

lpengadilan lterhadap lPutusan lPN lNgabang lNomor l23/Pid.Sus-

LH/2020/PN lNba lbila lditinjau ldari lsisi lhukum lacara lpidana 

lkhususnya lmengenai lpenetapan lstatus lbarang lbukti. l 

2) Untuk lmenjadi lmasukan lbagi lpara lpihak lterkait luntuk 

lmengetahui lstatus lbarang lbukti lintan lseberat l± l84,855 lCt l(crat) 

ldalam lputusan lHakim, lseharusnya ldirampas luntuk lnegara latau 

ldirampas luntuk ldimusnahkan. L 

 

D. lKerangka lTeoritis ldan lKerangka lKonseptual 

1. Kerangka lTeoritis 

  Kerangka lteori ladalah lkerangka lpemikiran latau lbutir-butir 

lpendapat, lteori, lthesis lmengenai lsesuatu lkasus latau lpermasalahan lyang 

lmenjadi lbahan lperbandingan, lpegangan lteoritis.6 lKerangka lteori lini 

ldisusun lbertitik ltolak ldari ljudul lpenelitianl   : "ANALISISl YURIDIS 

lKEKURANGLENGKAPAN lPERTIMBANGAN lPUTUSAN lHAKIM 

lYANG lMENGAKIBATKAN lKEKELIRUAN lSTATUS lBARANG 

lBUKTI ladalah lsebagai lberikut l: l 

a. llTeori lKepastian lHukum l 

 Asas Kepastian Hukum yang dikenalkan oleh Gustav Radbruch 

 
6Lubis lSolly“Filsafat lIlmu lDan lPenelitian” l(Bandung:CV lMandar lMaju,1994) lhal. l27 
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yang mengatakan Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau 

lebih khusus dari perundang-undangan. maka menurut Gustav 

Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan 

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif 

itu kurang adil.7 Tanpa lkepastian lhukum lorang ltidak ltahu lapa lyang 

lharus ldiperbuatnya ldan lakhirnya ltimbul lkeresahan. lTetapi lterlalu 

lmenitikberatkan lpada lkepastian lhukum, lterlalu lketat lmentaati 

lperaturan lhukum lakibatnya lkaku ldan lakan lmenimbulkan lrasa ltidak 

ladil.8 lAdanya lkepastian lhukum lmerupakan lharapan lbagi lpencari 

lkeadilan lterhadap ltindakan lsewenang-wenang ldari laparat lpenegak 

lhukum lyang lterkadang lselalu larogansi ldalam lmenjalankan ltugasnya 

lsebagai lpenegak lhukum, ldengan ladanya lkepastian lhukum lmasyarakat 

lakan ltahu lkejelasan lakan lhak ldan lkewajiban lmenurut lhukum, ltanpa 

lada lkepastian lhukum lmaka lorang lakan ltidak ltahu lapa lyang lharus 

ldiperbuat, ltidak lmengetahui lperbuatanya lbenar latau lsalah, ldilarang 

latau ltidak ldilarang loleh lhukum. l 

 Kepastian lhukum lini ldapat ldiwujudkan lmelalui lpenoramaan 

lyang lbaik ldan ljelas ldalam lsuatu lundang-undang. lDengan lkata llain 

lkepastian lhukum litu lberarti ltepat lhukumnya, lsubjeknya ldan lobjeknya 

lserta lancaman lhukumanya, ltetapi lkepastian lhukum lmungkin lsebaiknya 

 
7 Faisal Salam, "Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek", (Jakarta: CV. Mondar 

Maju Pustaka, 2013). hlm. 24 

 

  8 Peter lMachmud lMarzuki, l“Pengantar lilmu lhukum“ l(Surabaya: lKencana, l2016), 

lhlm.156 
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ltidak ldianggap lsebagai lelemen lyang lmutlak lada lsetiap lsaat, ltapi lsarana 

lyang ldigunakan lsesuai ldengan lsituasi ldan lkondisi ldengan 

lmemperhatikan lasas lmanfaat ldan lefisiensi. 

b. Teori Pembuktian :  

Menurut Eddy O.S Hiariej dapat diartikan sebagai pembuktian 

yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti (pendapat 

Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang 

sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.9 

Kata pembuktian (bewijs) bahasa Belanda dipergunakan dalam 

dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana 

diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari 

perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian10.  

c.  Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam 

mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan 

(ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum serta 

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.  

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang 

digunakan oleh hakim dalam memperimbangkan penjatuhan putusan 

suatur perkara, diantaranya keseimbangan, pendekatan seni dan 

 
9 Eddy OS.Hiarieej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Penerbit Erlangga,2012) hal 

2-3. 

 l10 lA. lKarim lNasution, l1976, lMasalah lHukum lPembuktian lDalam lProses lPidana, 

lJilid lI, ltanpa lpenerbit, lhal. l22. 
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institusi, pendekatan ilmuan, pendekatan pengalaman.11 

Putusan lhakim lmerupakan lpuncak lklimaks lsuatu lperkara lyang 

lsedang ldi lperiksa ldan ldi ladili loleh lhakim, lhakim lmemberikan 

lkeputusan lmengenai : 

1) Keputusan lmengenai lpristiwanya, lapakah lterdakwa ltelah 

lmelakukan lperbuatanyang ldituduhkan lkepadanya. 

2) Keputusan lmengenai lhukumnya, lapakah lperbuatan lyang 

ldilakukan lterdakwa litu lmerupakan lsuatu ltindak lpidana ldan 

lapakah lterdakwa lbersalah ldan ldapat ldipidana. 

3) Keputusan lmenngenai lpidananya, lapabila lterdakwa lmemang 

ldapat ldipidana. 

2. Kerangka lKonseptual 

 Kerangka lkonseptual ladalah lpenjelasan ldari lpeneliti ltentang 

lpandangannya lcara lmelihat lsuatu lpersoalan lyang lingin lditeliti ldari lsuatu 

lfenomena lyang ldipilih. lDalam lsuatu lpendekatan lkualitatif lmaka lkerangka 

lkonseptual lbiasanya lmendeskripsikan lhubungan lantara lkonsep-konsep 

lutama lyang lingin ldipelajari latau lvariabel-variabel lyang lditeliti. lKerangka 

lkonseptual lbiasanya ldisusun ldengan lstruktur lyang llogis luntuk lmembantu 

lmembuat lgambaran lkerangka lkonseptual lini lbermanfaat luntuk 

lmemudahkan lpeneliti llebih lmudah lmengelompokkan ldan lmembangun 

lpola lserta lmendefinisikan lkonsep ldalam lsuatu lrumusan lyang lingin 

ldipelajari. lIde lyang ldigunakan lsatu lsama llain lyang lsaling lberkorelasi. 

 
11 Ahmad Rifa’I, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hal. 105-113. 
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a. Alat bukti 

   Alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat yang 

diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam 

perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan 

terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk 

persangkaan dan sumpah.12 

b. Hakiml 

  Menurut lPasal l1 langka l8, lhakim ladalah lpejabat lperadilan 

lnegara lyang ldiberi lwewenang loleh lundang-undang luntuk lmengadili. 

c. Putusan lPengadilan l 

Pengertian lputusan lpengadilan lmenurut lPasal l1 langka l11 

lKUHAP lyaitu lpernyataan lhakim lyang ldiucapkan ldalam lsidang 

lpengadilan lterbuka lyang ldapat lberupa lpemidanaan latau lbebas latau 

llepas ldari lsegala ltuntutan lhukum, ldalam lhal lserta lmenurut lcara 

lyang ldiatur ldalam lundang-undang lini. 

d.  Barang Bukti 

Pada dasarnya benda yang dikenakan penyitaan adalah 

diperlukan bagi pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana, 

sebagai barag bukti.13 

 

 

 
        12 Andi Hamzah.“Hukum Acara Pidana Indonesia”, (Jakarta: Graha Media, 2000). 

 

       13 Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi,( Jakarta, Sumber Ilmu jaya, 2005) 

hlm.110. 
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E. lMetode lPenelitian 

Pengertian lsederhana lmetode lpenelitian ladalah ltata lcara lbagaimana 

lmelakukan lpenelitian. lMetode lpenelitian lmembicarakan lmengenai ltata lcara 

lpelaksanaan lpenelitian. lUntuk lmemperoleh ldata lyang lmaksimal ldan 

lmenunjukkan lhasil lyang lbaik, lsehingga ltulisan lini lmencapai lsasaran ldan 

ltujuan lsesuai ldengan ljudul lyang ltelah lditetapkan, lmaka lpenulis 

lmengumpulkan ldan lmemperoleh ldata ldengan lmenggunakan lmetode 

lpenelitian lsebagai lberikut l: 

1. Jenis lPenelitian l 

  Penelitian lini lPenulis lmenggunakan lmetode lHukum lNormatif, 

lkarena ldata lyang ldiperoleh lbersumber ldari lbuku, lartikel, lpenelitian ldan 

lsegala lbentuk ldokumen lkepustakaan llainnya. L 

  Pada lhakikatnya, lpenelitian lhukum lnormatif lmerupakan lpenelitian 

lhukum lyang lutama lmengingat lsumber lhukum lutama ldalam lsistem lhukum 

lyang lberlaku ldi lIndonesia ladalah lUndang-undang. lDalam lpenilitian 

lnormatif, ldigunakan lmetode lpendekatan, lteori/konsep, ldan lmetode lanalisis 

lyang ltermasuk ldalam ldisiplin lhukum ldogmatis. 

2. Pendekatan lMasalah 

Penelitian lhukum lterdapat lbeberapa lpendekatan ltersebut, 

lpenelitian lakan lmendapatkan linformasi ldari lberbagai laspek 

lmengenai lisu lyang lsedang ldicoba luntuk lmencari ljawabannya. 

a. Pendekatan lPerundang-undangan 

1) Undang-undang lDasar l1945 
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2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab lUndang-

undang lHukum lPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 127) 

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab lUndang-

undang lHukum lAcara lPidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3209) 

4) Undang-undang lNomor l16 lTahun l2004 lJo. lUndang-undang 

lNomor 11 lTahun l2021 ltentang lKejaksaan lRepublik lIndonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) 

5) Undang-Undang lNomor l48 lTahun l2009 ltentang lKekuasaan 

lKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 157).l 

b. Pendekatan kasus 

Kasus lyang lditeliti lyaitu lberupa lputusan lpengadilan lyang ltelah 

lberkekuatan lhukum ltetap lyaitu lputusan lPengadilan lNegeri lNgabang 

lNomor l23/Pid.Sus-LH/2020/PN lNba. l 

3. Sumber lData lHukum 

Sumber ldata lhukum lyang ldigunakan ladalah l: 

a. Bahan lHukum lPrimer 

 Sumber lbahan lhukum lprimer lyaitu lsumber lyang lberasalkan 

ldari lperaturan lperundang-undangan, lKUHP, lKUHAP, ldan lUndang 

lUndang lyang lrelevan, lserta lputusan lpengadilan. 
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b. Bahan lHukum lSekunder 

 Sumber lbahan lhukum lsekunder lyaitu lbahan lhukum lyang ltidak 

lmengikat ltetapi lmenjelaskan lmengenai lbahan lhukum lprimer lyang 

lmerupakan lhasil ldari lolahan lpendapat latau lpikiran lpara lpakar latau lahli 

lsesuai lbidang lkhususnya lmasing-masing, lyang ldimaksud ldengan lbahan 

lhukum lsekunder ladalah lbuku lteks, linternet, ljurnal lhukum, lpendapat 

lpara lpakar, lyurisprudensi, lhasil lpenelitian ldan llain-lain ldi lluar lbahan 

lhukum lsekunder. 

c. Bahan lHukum lTersier 

 Sumber lbahan lhukum ltersier lyaitu lbahan lhukum lyang 

lmemberikan lpetunjuk latau lpenjelasan lterhadap lbahan lhukum lprimer 

ldan lbahan lhukum lsekunder, lseperti lkamus lhukum. 

d. Metode lPengumpulan lData lHukum 

     Adapun lteknik lpengumpulan ldata ldalam lpenulisan lini 

ldilakukan ldengan lbeberapa lcara, lyaitu l: 

lStudi lKepustakaan l(Library lResearch), lyakni ldengan lmelakukan 

lpenelitian lterhadap lberbagai lsumber lbacaan, lantara llain lbuku–buku, 

lpendapat lpara lsarjana ldan llain–lain lyang ldiperoleh ldari lmedia lcetak 

lmaupun lonline. lStudi lKepustakaan l(Library lResearch) lyaitu lsuatu 

lteknik lpengumpulan ldata lyang ldigunakan lmelalui ldata ltertulis. lPenulis 

lmelakukan lpenelitian lterhadap ldokumen lyang lerat lkaitannya, ldengan 

lobjek lpenelitian luntuk lmendapatkan llandasan lteoritis ldan luntuk 

lmemperoleh linformasi ldalam lbentuk lketentuan lformal. 
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F. Metode lAnalisis lData 

Untuk lmenganalisis ldata, ldigunakan lanalisis lyuridis ladalah lpengkajian 

lhasil lolah ldata lyang ltidak lberbentuk langka lyang llebih lmenekankan lanalisis 

lhukumnya lpada lproses lpenyimpulan ldeduktif ldan linduktif ldengan 

lmenggunakan lcara-cara lberfikir lformal ldan largumentatif. 

Data lyang lterkumpul lmengenai lpertimbangan ldan lputusan lMajelis 

lHakim lkhususnya lberkenaan ldengan lbarang lbukti ldiolah ldengan lcara 

lmengadakan lsistematisasi lbahan-bahan lhukum ldimaksud, lyaitu lmembuat 

lklasifikasi lterhadap lbahan-bahan lhukum. lData lyang ldiolah ltersebut 

ldiinterprestasikan ldengan lmenggunakan lcara lpenafsiran lhukum ldan lkontruksi 

lhukum lyang llazim ldalam lilmu lhukum ldan lselanjutnya ldianalisis lsecara 

lyuridis lkualitatif ldalam lbentuk lpenyajian lyang lbersifat lyuridis lnormatif. 

 

G.  lSistematika lPenulisan 

BAB lI    : lPENDAHULUAN 

Pada lBab lini lakan ldiuraikan ltentang llatar lbelakang 

lmasalah, lrumusan lmasalah, ltujuan ldan lmanfaat lpenelitian, 

lkerangka lteori ldan lkonseptual, lmetode lpenelitian ldan 

lsistematika lpenulisan. 

BAB lII   : lTINJAUAN lUMUM lTENTANG lPEMERIKSAAN  

 lSIDANG PENGADILAN, lPEMBUKTIAN, lBARANG 

 lBUKTI, lDAN lPUTUSAN lHAKIM l 

Pada lBab lini lPenulis lakan lmenguraikan lTinjauan lUmum 
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ltentang lpemeriksaan lsidang lpengadilan, lpembuktian l(alat 

lbukti), lbarang lbukti, ldan lputusan lhakim. 

BAB lIII l   : lFAKTA lDAN lOBJEK lPENELITIAN l 

Pada lBab lini lPenulis lakan lmenguraikan lsecara ljelas lfakta-

fakta lyang lmenjadi lobjek lpenelitian lmengenai lputusan 

lPengadilan lNegeri lNgabang lNomor l23/Pid.Sus 

LH/2020/PN lNba lyaitu lposisi lkasus, lfakta lhukum,lanalisis 

lunsur, ltuntutan lpenuntut lumum ldan lputusan lhakim. l 

BAB IV   l: lANALISIS lYURIDIS lKEKURANGLENGKAPAN  

   lPERTIMBANGAN lPUTUSAN lHAKIM lYANG   

  l MENGAKIBATKAN lKEKELIRUAN lSTATUS   

  l BARANG lBUKTI 

  Pada lBab lini lPenulis lakan lmenganalisis ldan lmembahas 

  lmengenai lpertimbangan ldan lamar lputusan lMajelis lHakim 

  ldalam lPutusan lPerkara lNo.23/Pid.Sus-LH/2020/PN lNba, 

  lberkenaan ldengan lbarang lbukti lkhususnya lbarang lbukti 

  lberupa lbutiran lintan, ldan lpertimbangan ldan lputusan 

  lMajelis lHakim lyang lseharusnya lkhususnya lberkenaan 

  ldengan lbarang lbukti lIntan ldalam lperkara lNo.23 l/Pid.Sus-

  LH/2020/PN lNba. l 

BAB lV  : lPENUTUP 

Pada lBab lini lPenulis lakan lmenyampaikan lhasil 

lkesimpulan lyang lmerupakan ljawaban-jawaban ldari 
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lrumusan lpermasalahan ldan lsaran lyang ldisesuaikan ldengan 

lhasil lpenelitian. 

       DAFTAR PUSTAKA 


